




Strategi Pendanaan
Pembangunan Berketahanan Iklim 2.0
 Kementerian PPN/Bappenas

strategi pendanaan
PEMBANGUNAN
BERKETAHANAN IKLIM


 2.0

Leonardo A. A. Teguh Sambodo 
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, 
dan Lingkungan Hidup 
Kementerian PPN/Bappenas
€

Nizhar Marizi 
Direktur Lingkungan Hidup
€

Irfan Darliazi Yananto
Adrianto Shifa Al Aro
I Ketut Gede Arta Putra
€

Andi Syahputra
Litany Meliala
Nurul Rusdayanti
Ridcho Andrian
Adinda Berlin Antika Sari Lavida
Annisa Faradina Astini
€

Oki Triono
Agung Saputra
€

Riska Apriyani
Andrea Yudyat





























Pengarah
  



€
Penanggungjawab


€
Tim Editor



€
Tim Penyusun






€
Desain Sampul Buku



Tim Pendukung

















TIM PENYUSUN

Mitra Pembangunan



Kontributor dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI)


Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:



Dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim 2.0 merujuk pada berbagai data dan informasi yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Data dan informasi tersebut dihimpun dari Direktorat atau Unit Teknis, antara lain:
Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan  Pengendalian Lingkungan Hidup
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Kementerian Pertanian;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pekerjaan Umum;
Kementerian Perhubungan;
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
Kementerian ATR/BPN
Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
Badan Riset dan Inovasi Nasional.
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Pendanaan pembangunan berketahanan iklim
1.



Perubahan iklim mengalami peningkatan intensitas dan dampaknya semakin dirasakan secara luas. Hal tersebut perlu direspon melalui adanya aksi dan tindakan yang terstruktur untuk menciptakan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim. Upaya tersebut telah dirumuskan dalam sebuah kebijakan dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional dan menjadi Prioritas Nasional 8, yaitu Program Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim. Upaya integrasi Pembangunan Berketahanan Iklim tersebut disusun melalui beberapa pendekatan, yaitu infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan. Peningkatan intensitas dampak perubahan iklim berimplikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan Pembangunan Berketahanan Iklim. UNEP melalui the Adaptation GAP Report 2024, menguraikan kebutuhan pembiayaan implementasi aksi adaptasi pada negara berkembang mencapai 215-387 miliar dolar setiap tahunnya pada tahun 2030.







































Berbanding terbalik dengan fakta tersebut, berbagai kajian menunjukkan adanya peningkatan gap antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan adaptasi iklim. Secara global, dana yang digunakan dalam aksi adaptasi iklim mencapai 68 miliar dolar antara tahun 2021 dan 2022 (CPI, 2024). Besaran penggunaan dana tersebut jauh lebih sedikit dari kebutuhan pembiayaan adaptasi iklim yang sebenarnya, dengan selisih mencapai 187-359 miliar per tahun. Lebih lanjut, kajian OECD menunjukkan bahwa antara tahun 2016 hingga 2022, negara berpenghasilan rendah hanya menerima kurang dari 10 persen dari total pembiayaan iklim yang tersedia dan disalurkan oleh negara maju. Berdasarkan penggunaan dana dari 4 pendanaan utama multilateral, yaitu Adaptation Fund, Climate Investment Fund, Green Climate Fund, dan Global Environment Facility, diketahui bahwa negara yang rentan akan perubahan iklim masih menerima pendanaan yang lebih rendah daripada negara lain. 


Melalui kondisi tersebut, diperlukan identifikasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi aksi pembangunan berketahanan iklim untuk memaksimalkan potensi dan mobilisasi pendanaan yang ada untuk menjamin terlaksananya aksi pembangunan berketahanan iklim yang efektif dan efisien untuk mendukung capaian pembangunan nasional.
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MEKANISME PENDANAAN UNTUK KETAHANAN IKLIM
2.



Pendanaan untuk aksi Pembangunan Berketahanan Iklim di Indonesia dapat diakses melalui anggaran pembiayaan pemerintah maupun anggaran internasional, seperti mekanisme United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) maupun di luar UNFCCC. Aksi Pembangunan Berketahanan iklim yang mendukung ketercapaian prioritas nasional dilakukan sistem penganggarannya melalui mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).



















Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, telah tertuang tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka waktu tahunan, menengah, hingga jangka panjang bagi penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Adapun struktur pendanaan pembangunan berketahanan iklim di Indonesia diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.













Gambar 1. Skema Pendanaan Pembangunan Berketahanan Iklim melalui Mekanisme SPPN
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2.1.	Sumber Pendanaan Dalam Negeri Untuk Pembangunan Berketahanan Iklim


Pendanaan untuk aksi Pembangunan Berketahanan Iklim di Indonesia dapat diakses melalui anggaran pembiayaan pemerintah maupun anggaran internasional, seperti mekanisme United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)









maupun di luar UNFCCC. Aksi Pembangunan Berketahanan iklim yang mendukung ketercapaian prioritas nasional dilakukan sistem penganggarannya melalui mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).









Alokasi pendanaan iklim yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya dilakukan melalui skema penandaan (tagging) pada APBN. Penandaan Anggaran merupakan proses pemberian tanda dalam dokumen anggaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan keluaran kegiatan serta anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja K/L) maupun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L). Penandaan tersebut dilakukan pada tingkat rincian output (RO) untuk mampu menunjukkan informasi yang tepat dalam mengidentifikasi indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan sehingga memudahkan dalam menelaah kesesuaiannya dengan lingkup kegiatan spesifik yang dilakukan. Pada konsepnya, penandaan anggaran yang dilakukan dalam lingkup Pembangunan Berketahanan Iklim dibagi menjadi dua kategori, yaitu Penandaan Tematik dan Penandaan Prioritas Nasional.






































Penandaan Prioritas Nasional merupakan proses identifikasi alokasi anggaran yang disesuaikan dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode berjalan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan. Rincian Output K/L yang dapat ditandai dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) merupakan aksi yang mencerminkan bentuk tindakan pengelolaan dampak dan risiko iklim yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekologi, serta mengurangi potensi kerugian ekonomi di lokasi prioritas terdampak perubahan iklim.



























Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pembangunan Berketahanan Iklim


Penandaan
Prioritas Nasional


Penandaan anggaran tematik adaptasi perubahan iklim merupakan proses identifikasi keluaran kegiatan dan anggaran yang secara khusus ditujukan untuk adaptasi perubahan iklim (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021). Perubahan iklim menjadi salah satu tema yang termasuk dalam 













Penandaan 
Tematik APBN
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KPBU merupakan skema penyediaan  infrastruktur yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan umum dan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, maupun BUMD yang sebagian maupun seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan mempertimbangkan pembagian risiko 








antara para pihak. Dalam penyelenggaraannya, KPBU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun beberapa regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan KPBU lebih lanjut diilustrasikan pada gambar berikut. 








Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur





Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengendalian untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrasturktur





Peraturan Menteri Dalam Negeri No 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah







Peraturan Menteri Keuangan No 68 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dan/atau Skema Pembiyaan Lainnya







KPBU
Peraturan Presiden no 38 Tahun 2015





Panduan Umum
Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur



Tata Cara Pengendalian Badan Usaha


Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Daerah



Dukungan Pemerintah

Gambar 2. Kerangka Regulasi Penyelenggaraan KPBU

Selain regulasi secara umum yang mendasari pelaksanaannya, KPBU juga mengacu pada regulasi sektoral sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan. Adapun beberapa jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan menggunakan skema KPBU berkaitan dengan lingkup Pembangunan Berketahanan Iklim, antara lain: 














Sumber daya air dan irigas i



Pendidikan, Penelitian, Pengembangan



Kawasan Pariwisata



Air Limbah Terpusat



Air Limbah Setempat



Perumahan Rakyat



Kesehata

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
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KPBU dapat dilaksanakan melalui dua skema, yaitu KPBU Solicited dan KPBU Unsolicited. KPBU Solicited merupakan proyek KPBU yang diprakarsai oleh Pemerintah dengan proses penyusunan dokumen dan persiapannya dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, KPBU Unsolicited merupakan proyek KPBU atas prakarsa badan usaha dengan yang harus memenuhi kriteria, berupa terintegrasi secara teknis dengan 















rencana induk pada sektor yang bersangkutan, memiliki kelayakan ekonomi dan finansial, dan badan usaha yang mengelola prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang dimaksudkan. Adapun proses KPBU melalui skema solicited maupun unsolicited digambarkan sebagai berikut.
















Gambar 4. Proses KPBU atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited)(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025


Gambar 3. Proses KPBU atas Prakarsa Pemerintah (Solicited)(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025
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Calon Pemrakarsa menyerahkan Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung





Penerbitan Surat Persetujuan


Request for
Proposal


Tanda Tangan
Perjanjian
 Konstruksi Akhir Kontrak

Evaluasi dan Penerbitan Surat Persetujuan untuk Melanjutkan Proses
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*Pengadaan dengan jangka waktu 2-8 bulan dapat terlaksana sepanjang dokumen penyiapan dan dokumenpendukung sudah siap terkonfirmasi
**Pemenuhan pembiayaan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan setiap perpanjangan dilakukan dalam waktu 6 bulan







Isi Studi Kelayakan
Strategis
Ekonomi
Komersial






Finansial


Manajeme

Letter of Interest dan Dokumen Pendukung


Studi Kelayakan dan
Dokumen Pendukung


Muatan dokumen pendukung bersama LOI, mencakup:
Konfirmasi kesesuaian dengan rencana induk sektor yang bersangkutan, dokumen perencanaan pemerintah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang;
Konfirmasi adanya indikasi kebutuhan penyediaan infrastruktur;
Tinjauan awal rencana proyek;
Konfirmasi kemampuan finansial dan pengalaman teknis yang memadai;
Identifikasi awal kelembagaan PJPK















Penyederhanaan Studi Kelayakan menjadi 5 Kajian, meliputi:
Stategis
Ekonomi
Komersial
Finansial
Manajemen










Dokumen pendukung yang bersamaan dengan Feasibility Study:
Rencana Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP)
Dokumen Pemenuhan pengadaan BUP
Usulan bentuk kompensasi jika pengadaan menggunakan metode pelelangan
Detailed Engineering Design (DED)
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PFB merupakan strategi pembiayaan yang dilakukan melalui pengumpulan, akumulasi, dan penyaluran dana khusus bencana untuk memberikan perlindungan APBN terhadap tekanan akibat bencana dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Dana ini diharapkan mampu dimanfaatkan dalam pengendalian risiko dan pengelolaan ketidakpastian dengan mengakselerasi asuransi Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) sekaligus memperkuat buffer dana bencana dalam jangka menengah. 

PFB diharapkan dapat menjadi suplemen dan komplemen dari program eksisting yang telah berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan fiskal dalam menghadapi risiko bencana.  





























Pendanaan ini bersumber dari APBN, APBD, Hibah, klaim asuransi, dana hasil pengembangan, dana hasil kerja sama, dan dana perwalian. Penghimpunan dana dilakukan melalui mekanisme pembiayaan investasi dan belanja hibah daerah dan disiapkan untuk menyediakan dana bagi kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan. Skema seperti ditunjukkan pada Gambar 5, diharapkan mampu mendukung pembiayaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi lintas tahun tanpa terkendala rigiditas siklus APBN dan menyederhanakan prosedur birokrasi, sehingga penyaluran dana atau klaim asuransi dapat menjadi lebih efisien dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas































Gambar 5. Skema Penyaluran Pooling Fund Bencana(Sumber: Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, 2025


Pooling Fund Bencana (PFB)
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2.2.	Sumber Pendanaan Luar Negeri Untuk PEMBANGUNAN BERKetahanan Iklim


Pendanaan untuk Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim yang bersumber dari pendanaan luar negeri didapatkan melalui hibah dan pinjaman kerja sama bilateral maupun multilateral. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan













Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, telah mengatur mekanisme pinjaman luar negeri maupun hibah, yang terdiri atas hibah langsung dan hibah terencana. 













Hibah Terencana
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Hibah yang terencana atau yang direncanakan merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan yang disusun dalam rencana kegiatan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana kegiatan tersebut dituangkan dalam rencana pemanfaatan hibah dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang memuat daftar rencana 

















kegiatan yang layak dibiayai dengan hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. DRKH tersebut kemudian disampaikan kepada menteri keuangan untuk digunakan sebagai bahan pengusulan kepada calon pemberi hibah serta disampaikan pada menteri kementerian/Pimpinan Lembaga yang usulan kegiatannya tercantum dalam DRKH. Proses pengusulan hibah tersebut secara ringkas diilustrasikan sebagaimana gambar berikut.



















Perencanaan Negosiasi/Penandatanganan
 Penganggaran Pelaksanaan

K/L menyiapkan USULAN KEGIATAN yang akan dibiayai dengan hibah ke Kementerian PPN/Bappenas (Pasal 54 PP No. 10/2011)





Kementerian Keuangan melakukan negosiasi dan penandatanganan GRANT AGREEMENT (Pasal 59 dan Pasal 61 PP No. 10/2011)





K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran (RKA-KL) ke Kementerian Keuangan.




K/L melaksanakan PENGADAAN dan 
membuat kontrak



Kementerian Keuangan menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan ke DPR



K/L melaksanakan PENCAIRAN DANA Hibah


K/L menyusun pertanggung jawaban/LAPORAN


DPR menyetujui APBN

K/L dan Kementerian Keuangan menyusun DIPA


Kementerian PPN/Bappenas melakukan penilaian usulan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN dan menyusun Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) (Pasal 54 ayat 2 dan 3 PP No. 10/2011)







Gambar 7. Proses Hibah Terencana

Gambar 6. Prosedur Hibah Terencana
Sumber: Analisis Penulis, 2025
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Perencanaan Negosiasi/Penandatanganan
 Penganggaran Pelaksanaan

K/L mengkaji maksud dan tujuan pemberian hibah sesuai prinsip-prinsip penerimaan hibah dan menyiapkan kegiatan yang akan dibiayaidengan hibah (Pasal 56 ayat 1 dan 2 PP No. 10/2011)








K/L melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement (Pasal 60 dan 63 PP No. 10/2011)




Pasal 63
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa melakukan penandatangan Perjanjian Hibah
Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: jumlah; perntukan;dan ketentuan & persyaratan










K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran/revisi DIPA ke Kementerian Keuangan (DIA) untuk hibah dalam bentuk uang (Pasal 44 PP No. 10/2011)







K/L menerima transfer dana hibah dari donor


K/L menerima hibah barang/jasa dari donor
Untuk hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat dalam LKPP dan tidak perlu dituangkan dalam DIPA (Pasal 45 PP No. 10/2011)






K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak



Serah terima dituangkan dalam dokumen BAST dan ditandatangai K/L dan Donor



K/L menyusun pertanggung jawaban/LAPORAN


K/L melakukan konsultasi kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L terkait lainnya (Pasal 56 ayat 3 PP No. 10/2011)






Gambar 8. Proses Hibah Langsung

Hibah Langsung

Hibah langsung merupakan hibah yang diterima langsung dari pemberi hibah dengan memperhatikan prinsip penerimaan hibah. Hibah tersebut dimuat dalam dokumen rencana kegiatan hibah yang memuat rencana tahunan kegiatan K/L, Pemerintah Daerah, atau BUMN yang layak dibiayai dengan Hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari Pemberi Hibah. Setelah melakukan kajian terkait tujuan dan ruang lingkup tanggung jawab terhadap hibah yang

















akan diterima, Menteri/Pimpinan Lembaga perlu mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum melakukan perjanjian hibah. Pemerintah daerah dapat menerima hibah luar negeri melalui mekanisme peminjaman maupun pendanaan yang diterushibahkan. Proses hibah langsung diilustrasikan di Gambar 8 pada halaman selanjutnya.
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Calon PPLN Menteri PPN/Kepala Bappenas


Kementerian Keuangan


K/L/BUMN/Pemerintah Daerah




Indikasi Pendanaan

BMP

Perundingan

Perjanjian

RPJMN

RPPLN

Penilaian Usulan

Penilaian Kesiapan

DRPPLN

Daftar Kegiatan

Usulan Kegiatan

Pemenuhan Kesiapan Kegiatan


Peningkatan Kesiapan Kegiatan


Gambar 9. Proses Perencanaan Pinjaman Luar Negeri

RPJMN menjadi dasar disusunnya Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan latar belakang setiap usulan kegiatan K/L/Pemda/BUMN




Menteri PPN menyampaikan Daftar Kegiatan berisi usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria kesiapan ke Menteri Keuangan.



K/L dan BUMN menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dibiayai Pinjaman Luar Negeri ke Menteri PPN



Menteri PPN melakukan penilaian kelayakan untuk kemudian dituangkan ke DRPLN-JM/Blue Book



Menteri PPN melakukan penilaian pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan serta disusunnya DRPPLN/Green Book



K/L dan BUMN melakukan pemenuhan kesiapan kegiatan melalui penyampaian kriteria kesiapan berdasarkan hasil misi appraisal.




K/L dan BUMN melakukan peningkatan kesiapan kegiatan meliputi:
Rencana pelaksanaan kegiatan
Indikator kinerja monev
Organisasi pelaksanaan kegiatan
Rencana pengadaan tanah (jika kegiatan memerlukan lahan)








Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman Luar Negeri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Pinjaman Kegiatan yang dimanfaatkan dalam membiayai kegiatan pembangunan tertentu dan Pinjaman Tunai/Program yang dipergunakan untuk membiayai APBN secara keseluruhan. 





















Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan kegiatan dengan menerbitkan beberapa dokumen perencanaan pinjaman luar negeri, mencakup Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN), Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM), Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/tahunan, dan Daftar Kegiatan (DK). Masing-masing dokumen tersebut secara rinci diuraikan dalam Petunjuk Penyusunan Usulan Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses perencanaan pinjaman luar negeri diilustrasikan sebagaimana Gambar 9 berikut. 





























DRPLN-JM
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Lembaga Kerja Sama Internasional

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional ke delapan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Walaupun demikian, dukungan pendanaan dari sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pendanaan lainnya belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan pendanaan. Oleh karena itu, pendanaan yang tersedia di luar mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) perlu dimanfaatkan



















secara optimal. Dalam konteks Pembangunan Berketahanan Iklim, terdapat sumber pendanaan internasional dalam bentuk hibah atau pinjaman yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi aksi. Pendanaan tersebut bersumber dari badan/lembaga, baik yang berada di bawah konvensi UNFCCC, non-konvensi UNFCCC, bilateral, maupun regional. Secara lebih lanjut, masing-masing badan/lembaga tersebut diuraikan sebagai berikut.

















Gambar 10.  Lanskap Pembiayaan Iklim
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Adapun proyek atau program adaptasi tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat diimplementasikan pada tingkat komunitas, nasional, regional, dan lintas batas dan mencakup tujuan spesifik dan hasil serta keluaran konkret yang mampu terukur, termonitor, dan terverifikasi dan memiliki climate rationale yang logis. Adapun sektor proyek yang dapat diimplementasikan melalui AF, mencakup:
a.€€€€ Pertanian
b.€€€€ Pengelolaan Wilayah Pesisir
c.€€€€€Pengurangan Risiko Bencana
d.€€€€ Pengurangan Risiko Bencana dan Sistem

e.€€€€ Adaptasi berbasis Ekosistem
f.€€€€€€Ketahanan Pangan
g.€€€€ Water Management
h.€€€€ Kehutanan
i.€€€€€€Proyek Multisektor
j.€€€€€€Pembangunan Perdesaan
k.€€€€€Pembangunan Perkotaan

Dalam mengakses pendanaan dari Adaptation Fund perlu melewati beberapa proses pengajuan yang melibatkan beberapa pihak yang berwenang. Penyaluran pendanaan untuk proyek adaptasi dapat dilakukan Institusi yang terakreditasi oleh AF, meliputi National Implementing Entities (NIE), Regional Implementing Entities (RIE), dan Multilateral Implementing Entities (MIE). Proses pengajuan proposal proyek atau program yang akan didanai oleh AF serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap proyek atau program berjalan diilustrasikan dalam gambar berikut.





























































Adaptation Fund (AF)

AF merupakan pendanaan proyek dan program yang membantu komunitas rentan pada negara berkembang untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pendanaan ini sebagian besar berasal dari pemerintah, donor swasta, dan dua persen hasil dari Certified Emission Reductions (CERs) yang diterbitkan di bawah Protocolˇs Clean Development Mechanisms projects. Dana ini dikembangkan untuk membiayai proyek dan program adaptasi yang konkret pada negara yang menjadi bagian dari Kyoto Protocol dan utamanya rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Inisiatif program dan proyek yang dilakukan berdasarkan pada kebutuhan, prioritas, dan arah pembangunan negara.

Dalam mengakses dana AF dapat dilakukan melalui akses langsung (Direct Access) melalui Entitas Pelaksana Nasional (National Implementing Entities/NIE) yang telah terakreditasi. NIE dapat langsung mengakses pembiayaan dan mengelola semua aspek proyek adaptasi dan mengelola seluruh aspek dari proyek adaptasi dan ketahanan iklim dari perencanaan, implementasi hingga pemantauan dan evaluasi. Program atau proyek yang diajukan untuk dibiayai diprioritaskan pada kegiatan yang implementatif dan bertujuan untuk memberikan hasil yang berdampak nyata di lapangan melalui pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif, serta ketahanan manusia dan lingkungan dalam merespon dampak perubahan iklim termasuk variabilitas iklim.




























































Peringatan Dini
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Gambar 11.  Proses Pengajuan Concept Note/Proposal Proyek atau Program Pendanaan Adaptation Fund


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025

Gambar 12.  Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Adaptation Fund

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2025
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Merupakan kumpulan dari beberapa pembiayaan multilateral yang bekerjasama untuk mengatasi tantangan krusial terkait perubahan iklim. Pembiayaan ini berupaya untuk membantu negara berkembang untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan bekerja bersama untuk mencapai capaian lingkungan internasional. Dukungan tersebut dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, organisasi sosial masyarakat, perusahaan sektor swasta, lembaga riset, dan pihak lainnya untuk mengimplementasi proyek dan program yang berkaitan dengan konservasi, perlindungan, dan pembaharuan lingkungan.

Kriteria Kelayakan Penerima Program:
Diberikan pada negara-negara yang telah meratifikasi konvensi yang dilayani GEF dan seragam dengan kriteria kelayakan yang ditentukan dalam konferensi yang dilakukan oleh 

































tiap pihak dalam konvensi. diberikan pada negara yang memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dari World Bank atau Technical Assistance UNDP





Proyek yang diajukan telah mempertimbangkan 

Arah Prioritas Nasional yang mendukung 

pembangunan berkelanjutan


Proyek yang diajukan perlu sejalan dengan arah 

program GEF


Proyek menggunakan GEF sebagai biaya tambahan 

yang disepakati untuk mencapai manfaat 

lingkungan global


Proyek harus melibatkan partisipasi publik dalam 

proses perancangan dan implementasi proyek. 



Terdapat empat modalitas pendanaan yang dapat 

diakses melalui empat proses yang berbeda, yaitu 

Full-sized Project (FSP), Medium-sized Project, 

Enabling Activity, dan Programme

Global Environment Facility (GEF)€
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GCF merupakan dana khusus terbesar di dunia yang dibentuk di bawah UNFCCC pada 2010 dan memiliki tujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan aksi mitigasi€ berupa pengurangan emisi gas rumah kaca maupun aksi adaptasi berupa peningkatan kemampuan dalam merespon perubahan iklim. Penyaluran pendanaan iklim tersebut ditujukan bagi negara-negara berkembang yang telah bergabung dalam melakukan aksi iklim. Area dampak strategis adaptasi GCF, meliputi:€
Jaminan Kesehatan, Makanan dan Air
Mata Pencaharian Warga dan Komunitas
Ekosistem dan Layanan Ekosistem
Infrastruktur dan Lingkungan Binaan
Pihak-pihak yang berperan dalam mekanisme pendanaan GCF, meliputi:
National Designated Authority (NDA) yang berperan dalam menjadi penghubung utama antara negara yang akan menjalankan dengan GCF.€
Accredited Entities (AE) merupakan lembaga atau organisasi terakreditasi oleh GCF yang berperan dalam melakukan berbagai kegiatan, mencakup pengembangan dan pengajuan proposal pendanaan serta pengawasan manajemen dan implementasi proyek dan program. AE dapat 

















































Executing Entities (EE) merupakan pemilik proyek 

yang bukan merupakan AE dapat bertindak 

sebagai EE untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan 

yang didukung oleh GCF dibawah pengawasan 

AE. 


Adapun mekanisme akses pendanaan GCF, 

diilustrasikan sebagaimana Gambar 14

berasal dari sektor swasta maupun publik, internasional maupun domestik. AE harus memiliki proyek atau program perubahan iklim yang jelas, terperinci dan dapat ditindaklanjuti dalam memastikan keberlanjutan program adaptasi GCF terus berkembang. AE GCF dikategorikan menjadi dua, yaitu 
International Access Entities (IAEs), yang meliputi agen pembangunan bilateral seperti GIZ, Multilateral Development Bank, United Nations, Regional Development Bank, organisasi antar pemerintah, atau lembaga keuangan swasta. 
Direct Access Entities (DAEs) merupakan entitas subnasional, nasional maupun regional yang memenuhi syarat untuk menerima dukungan kesiapan GCF. Hingga Oktober 2025, AE terdapat dua AE yang ada di Indonesia, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur dan Kemitraan.





































Gambar 12.  Skema Akses Pendanaan melalui GCF

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Green Climate Fund (GCF)€
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Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD)€


Climate Investment Fund (CIF)

Pendanaan FRLD muncul sebagai respons atas meningkatnya urgensi dan peningkatan kebutuhan negara berkembang,€ khususnya komunitas yang rentan, dalam menghadapi dampak merugikan dari perubahan iklim. Inisiatif pendanaan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak dari kerusakan (damage) dan kehilangan (loss) yang timbul akibat berbagai kejadian iklim ekstrem, kenaikan muka air laut, serta fenomena iklim jangka panjang lainnya. Gagasan mengenai mekanisme pendanaan untuk loss and damage pertama kali muncul dalam pembahasan pada Conference on Parties (COP) 13 pada tahun 2007, yang mulai mengidentifikasi pentingnya mekanisme global dalam mengatasi kerugian akibat perubahan iklim. Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Warsaw International Mechanism for Loss and Damage (WIM) pada COP 19 Tahun 2013, dan kemudian dimatangkan dalam COP 27 pada tahun 2022 melalui kesepakatan pembentukan Loss and Damage Fund serta finalisasi pengaturan kelembagaan Santiago Network sebagai bagian dari mekanisme dukungan teknisnya.

Proses operasionalisasi FRLD berlanjut pada COP 28 Tahun 2023 yang menghasilkan kesepakatan antara Conference of the Parties (COP), Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA), dan FRLD Board mengenai struktur tata kelola dan ketentuan awal operasionalisasi dana tersebut. Sejak tahun 2024, Governing Board dan struktur organisasi FRLD telah resmi dibentuk, dengan World Bank berperan sebagai trustee sementara selama empat tahun pertama masa operasional. Hingga penyusunan buku ini, mekanisme dan skema akses pendanaan FRLD masih dalam tahap pembentukan dan uji coba. Namun demikian, perkembangan kelembagaannya menunjukkan 







































































kemajuan signifikan menuju sistem pendanaan yang dapat diakses oleh negara-negara berkembang untuk mendukung upaya pemulihan dari kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim. Seiring dengan penyempurnaan mekanisme tersebut, diperlukan upaya penguatan pemahaman dan kesiapan para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang pendanaan ini.


















CIF merupakan kerjasama pendanaan multilateral yang menyalurkan pendanaan melalui enam Multilateral Development Banks (MDBs) untuk kegiatan konsultasi hulu dan investasi hilir guna mendukung aksi iklim. Pendanaan ini dibentuk pada tahun 2008 dengan tujuan mempercepat transformasi iklim di negara berkembang melalui investasi yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam konteks Pembangunan Berketahanan Iklim, dana yang dapat diakses adalah dana Strategic Climate Fund (SCF) yang memiliki salah satu program tematik yang berfokus pada adaptasi dan ketahanan iklim berupa Pilot Program for Climate Resilience (PPCR).€

CIF tidak menyalurkan pendanaan secara langsung ke negara penerima, melainkan melalui MDBs, seperti ADB, World Bank, dan lembaga lainnya. MDBs berperan sebagai perantara dalam menilai proposal proyek, menyalurkan pinjaman lunak, hibah, atau investasi gabungan (blended finance), serta mengawasi implementasi proyek di lapangan. CIF sering menjadi modal awal (catalytic finance) untuk menarik investasi tambahan dari pemerintah, sektor swasta, atau lembaga donor lainnya. Adapun mekanisme akses pendanaan CIF diilustrasikan sebagaimana Gambar 15.
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Gambar 15. Skema Akses Pendanaan melalui CIF


Sumber: www.cif.org/cif-funding

2.3.	Lembaga/Mitra Pembiayaan Pembangunan atau Development Finance Institution (DFI) 


Mitra Pembiayaan Pembangunan atau Development Finance Institution (DFI) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan pada sektor publik dan swasta untuk investasi yang mendukung pencapaian tujuan masing-masing DFI. Sumber pendanaan DFI secara umum berasal dari dukungan pemerintah, baik bersumber dari satu negara (DFI Nasional di negara maju) dan lebih dari satu negara maju (multilateral). Bank Pembangunan Bilateral/Nasional pada umumnya menjadi penyalur pendanaan dari negara donor tetapi beroperasi di negara berkembang yang menjadi penerima. Lembaga ini berperan dalam menyediakan pendanaan jangka panjang baik bagi sektor swasta maupun publik. 



























Beberapa lembaga ini mencakup Agence Française de 
Développement (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).€

Sementara itu, Multilateral Development Bank (MDB) merupakan bentuk bantuan dana berskala besar yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang berdampak signifikan. MDB berperan sebagai penghubung antara pemberi dana publik yang bersumber dari pemerintah dan donor di negara maju untuk disalurkan pada negara berkembang. Adapun lembaga MDB yang dimaksud, meliputi Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), World Bank, European Investment Bank (EIB), dan sebagainya.
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2.4 Lembaga Penyaluran Pendanaan Iklim di Indonesia


Dengan semakin menguatnya komitmen nasional dalam merespon perubahan iklim, dibentuk lembaga pengelola dana yang bertujuan untuk memudahkan penyaluran dana perubahan iklim dari berbagai sumber termasuk sumber luar negeri melalui dana perwalian. Terdapat dua lembaga di Indonesia yang 











ICCTF pertama kali dibentuk pada tahun 2009 untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi pendanaan iklim di Indonesia. Lembaga ini memiliki fokus utama untuk mengkoordinasikan pemanfaatan dan penyaluran sumber daya nasional maupun internasional ke dalam proyek dan program yang mendukung upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian, sumber daya air, kelautan, dan perikanan. Selain itu, lembaga ini berperan dalam mendorong pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam RPJMN dan RPJMD guna mendukung pembangunan berketahanan iklim dan rendah karbon.
Dalam pelaksanaannya, ICCTF memfasilitasi proses

























penyaluran dana dan inkubasi program melalui empat klaster program utama (Tabel 1). Mekanisme tata kelola, alur pendanaan, serta peran para aktor dalam pelaksanaan fungsi tersebut digambarkan melalui bagan proses bisnis ICCTF sebagaimana disajikan pada Gambar 16. Seiring dengan perkembangan agenda pembiayaan iklim nasional dan global, ICCTF saat ini juga tengah berada dalam tahapan persiapan transformasi kelembagaan guna memperkuat peran, mandat, dan efektivitasnya ke depan. Proses transformasi tersebut masih berlangsung dan belum sepenuhnya diimplementasikan pada saat laporan ini disusun.


























berperan dalam menjadi pengelola dana perwalian, yaitu Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di bawah Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.









Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Tabel 1.  Fokus Aktvitas ICCTF
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Gambar 16.  Proses Bisnis ICCTF

Sumber: ICCTF, 2025

Sumber: ICCTF, 2025
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Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Tabel 2.  Sumber Pendanaan BPDLH pada Masing-Masing Bidang




Sumber: BPLDH, 2025

BPDLH merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Terbentuk pada tahun 2019 dengan tujuan untuk melakukan integrasi berbagai mekanisme pendanaan lingkungan hidup untuk mendukung ketercapaian visi nasional dalam perlindungan lingkungan alam serta menghambat pencemaran dan degradasi lingkungan. BPDLH melakukan pengelolaan dana yang bersumber




















dari dalam dan luar negeri, dari sektor publik maupun swasta untuk dikelola dan disalurkan pada berbagai sektor, mencakup kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta sektor lainnya. BPDLH melakukan pengelolaan pendanaan yang berasal dari berbagai donor, filantropi, sektor swasta, maupun APBN yang disalurkan pada berbagai sektor dalam berbagai bentuk pendanaan.
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2.5 Prinsip Dasar Penyusunan Concept Note Pendanaan Iklim


Dalam proses pengajuan maupun penyusunan concept note kerja sama melalui hibah luar negeri terutama pendanaan yang bersumber dari mekanisme di bawah UNFCCC, terdapat sejumlah prinsip utama yang perlu menjadi pertimbangan untuk memastikan kualitas proposal proyek yang diajukan, Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam menilai relevansi, kelayakan, dan keberlanjutan suatu proyek, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan akses pendanaan.



















Climate Rationale yang kuat

Setiap intervensi yang diusulkan perlu menunjukkan dampak nyata yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal tersebut harus dibuktikan dengan berlandaskan pada data ilmiah yang valid untuk menunjukkan solusi yang diajukan mampu menjawab masalah yang diidentifikasi di lokasi proyek. Lebih lanjut, proyek harus mampu menghubungkan risiko yang dihadapi secara langsung dalam desain kegiatan yang dirumuskan.



















Komitmen country ownership

Proyek yang diusulkan perlu selaras dengan kebijakan, regulasi, maupun prioritas pembangunan nasional serta menunjukkan keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dan kelompok sasaran, mencakup komunitas rentan, perempuan, maupun kelompok minoritas untuk memastikan relevansi secara sosial dan kontekstual.













Potensi perubahan paradigma

Proyek harus mampu menguraikan hambatan yang ada di tingkat kebijakan, kapasitas, maupun teknologi, serta menunjukkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika yang mungkin terjadi selama periode implementasi. Selain itu, proyek yang baik memiliki peluang untuk direplikasi atau ditingkatkan skalanya (scaling-up), serta memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan tata kelola di sektor terkait.

















€Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas



Pengelolaan pembiayaan harus direncanakan secara matang, sehat, dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Selain itu, proyek yang memiliki potensi memobilisasi co-financing atau mendorong skema blended finance akan memberikan nilai tambah dalam menunjukkan efektivitas investasi dan manfaat yang lebih luas.













Urgensi kebutuhan terhadap pendanaan


Lokasi proyek dan kelompok sasaran perlu menunjukkan urgensi tinggi dari sisi kerentanan terhadap dampak€ perubahan iklim, keterbatasan





kemampuan fiskal, kesenjangan pendanaan, minimnya infrastruktur pendukung, serta terbatasnya tenaga ahli dan sistem data untuk menjadi faktor yang memperkuat argumen mengapa proyek tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan internasional.









Keberlanjutan proyek yang diusulkan


Proposal perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai keberlanjutan proyek setelah pendanaan hibah berakhir. Hal ini dapat ditunjukkan melalui desain kelembagaan yang kokoh, rencana operasi dan pemeliharaan jangka panjang, pembangunan kapasitas lokal, serta integrasi kegiatan ke dalam program pemerintah atau mekanisme pembiayaan lanjutan lainnya. Keberlanjutan menjadi indikator bahwa manfaat proyek tidak bersifat sementara.
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Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim: From Planning and Policy to Implementation


3.



Penyelenggaraan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim tidak hanya berfokus pada proses perencanaan, evaluasi, maupun koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, tetapi juga bertransformasi dalam menjalankan fungsi strategis pengembangan inovasi pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko iklim dan kebutuhan akan solusi yang adaptif, Kementerian PPN/Bappenas memegang peran penting dalam memfasilitasi proses perumusan dan uji coba implementasi prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pendekatan berbasis pembelajaran di tingkat tapak.























Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) menjadi ruang untuk mengimplementasikan dan menguji secara langsung pendekatan, metode, dan aksi Pembangunan Berketahanan Iklim pada lokasi strategis yang ditetapkan. Implementasi Laboratorium PBI pertama telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara melalui kolaborasi bersama UNDP sebagai mitra pembangunan. Melalui Laboratorium PBI, efektivitas kebijakan dapat diuji pada konteks lokal, sekaligus menghasilkan umpan balik berbasis bukti yang menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan.























Laboratorium PBI

KABUPATEN WAKATOBI

Laboratorium Pembangunan Berketahanan Iklim dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi dengan fokus pada sektor pesisir, mengingat adanya peningkatan dampak dan risiko perubahan iklim yang dihadapi wilayah kelautan dan pesisir.



















Tujuan Kegiatan

Peningkatan kapasitas teknis masyarakat pesisir, khususnya nelayan, melalui pelatihan praktik perikanan adaptif berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna





Model intervensi yang dikembangkan melalui Laboratorium PBI di Wakatobi akan didokumentasikan dan disiapkan sebagai rujukan replikasi di daerah pesisir/kepulauan lainnya melalui kerja sama lintas K/L dan pemerintah daerah







Memperkuat kelembagaan lokal sehingga masyarakat pesisir dapat mempertahankan dan mengembangkan praktik ketahanan iklim secara mandiri setelah kegiatan laboratorium selesai
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Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui demonstrasi rehabilitasi ekosistem, meliputi:

Fish Apartments (Rumah Ikan Buatan)

Apartemen ikan merupakan inovasi pemulihan terumbu karang yang rusak melalui transplantasi karang. Dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas teknis nelayan dalam pembuatan rumah ikan pada aspek perakitan, pemasangan, dan penenggelaman 25 Rumah Ikan di Desa Mola dan 5 Rumah Ikan di Desa Liya, Kabupaten Wakatobi.









Atraktor Cangkang Kerang

Atraktor cangkang kerang bertujuan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan sekaligus mendukung konservasi wilayah perairan melalui peningkatan kapasitas teknis nelayan dalam pembuatan rumah ikan pada aspek perakitan, pemasangan, dan penenggelaman 25 Atraktor Cangkang Kerang di Desa Mola dan 25 Atraktor Cangkang Kerang di Desa Liya, Kabupaten Wakatobi.











Bubu Lipat

Bubu Lipat merupakan pengembangan dari alat tangkap bubu konservatif yang dirancang dengan bentuk lebih efisien. Dilaksanakan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan nelayan pesisir dalam merakit, memasang, dan menerapkan inovasi bubu lipat guna memperkuat resiliensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pada proses ini, 30 peserta telah memperoleh peningkatan keterampilan teknis dari perancangan hingga pemanfaatan alat tangkap. Selain itu, telah dilakukan distribusi 36 unit bubu lipat di Wakatobi, yang diantaranya ditenggelamkan dan diuji coba di perairan Mola serta dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.
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Tahapan Pelaksanaan Lab PBI
di Kabupaten Wakatobi


TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV

25-26 Juni 2025 23-25 Juli 2025 16-20 September 2025 17-20 November 2025

Staf Direktorat Lingkungan 

Hidup, Tim PBI, beserta 

UNDP mengunjungi Balai 

Besar Penangkapan Ikan 

Semarang untuk memulai 

inisiasi awal dan 

merencanakan kerjasama 

dengan BBPI Semarang
 


BBPI Semarang 

menyampaikan beberapa 

kegiatan inovatif yang telah 

dikembangkan 





Hasil identifikasi kebutuhan 

dan kondisi di Wakatobi, 

ditetapkan tiga inovasi yang 

akan direplikasi, yaitu Rumah 

Ikan, Atraktor Cangkang 

Kerang, dan Pemanfaatan 

Bubu Lipat.

Penyusunan Perencanaan dan Modul Pelatihan untuk Nelayan Pesisir di Wakatobi bersama Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang









Identifikasi Lokasi Pelaksanaan Lab PBI di Kabupaten Wakatobi 





Pelatihan Pembuatan Rumah Ikan dan Atraktor Cangkang Kerang untuk Nelayan di Kabupaten Wakatobi









Pelatihan Pembuatan Bubu Lipat dan Monitoring Evaluasi Kegiatan di Kabupaten Wakatobi







Kegiatan Identifikasi 

Lokasi Lab PBI 

dilaksanakan di Wakatobi 

dengan mengundang Balai 

Besar Penangkapan Ikan 

Semarang, Bappeda 

Wakatobi, Dinas Perikanan 

dan Kelautan Wakatobi, 

serta Taman Nasional 

Wakatobi 
 


Kegiatan identifikasi 

dilakukan dengan 

pendekatan partisipatif ke 

masyarakat untuk 

menentukan area/lokasi 

target pelaksanaan 
 


Disepakati terdapat dua 

lokasi pelaksanaan 

kegiatan Lab PBI yaitu di 

Desa Mola dan Desa Liya

Kegiatan pelatihan 

difasilitasi oleh Balai Besar 

Penangkapan Ikan 

Semarang
 


Hasil dari kegiatan ini yaitu 

terlatihnya sejumlah 60 

nelayan dengan 

peningkatan kapasitas 

teknis dalam Rumah Ikan 

(30 peserta) dan Atraktor 

Cangkang Kerang (30 

peserta) pada aspek 

perakitan dan 

pemasangan di Desa Liya 

dan Desa Mola. Selain itu, 

kegiatan ini juga berhasil 

menenggelamkan 30 unit 

rumah ikan dan 50 unit 

atraktor cangkang kerang. 





Partisipasi aktif 

masyarakat sangat terlihat 

pada kegiatan ini.

Kegiatan difokuskan pada 

pelatihan pembuatan serta 

penggunaan bubu lipat di 

Desa Mola (30 peserta)
 


Nelayan Wakatobi yang 

mengikuti pelatihan 

mendapatkan bubu lipat 

buatan mereka sendiri 

sebagai perlengkapan 

tambahan untuk 

meningkatkan hasil 

tangkap.
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PENUTUP4.



Hingga Tahun 2025, telah banyak teridentifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan bagi implementasi aksi perubahan iklim. Pendanaan tersebut bersumber dari dalam negeri dan luar negeri dengan berbagai mekanisme dan inovasi. Pooling Fund Bencana menjadi salah satu bentuk penyediaan dana melalui sumber dalam negeri untuk merespons kejadian bencana yang meningkat tanpa memberikan tekanan yang tinggi terhadap APBN. Selain itu, dari sumber pendanaan luar negeri telah banyak mengalami pengembangan, salah satunya berupa pertimbangan loss and damage yang tidak dapat dihindari dari adanya dampak perubahan iklim yang memunculkan inisiasi Fund for Responding to Loss and Damage. Keberadaan berbagai sumber pendanaan ini menjadi peluang besar untuk mampu meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan berketahanan iklim sehingga implementasi dapat dilakukan secara efektif serta menjamin keberlangsungan aksi yang disusun. Di samping itu, berbagai jenis pendanaan melalui beragam skema ini memungkinkan untuk memperkuat penerapan blended financing. Hal tersebut akan mengurangi ketergantungan pendanaan terhadap satu sumber dan meningkatkan ketangguhan terhadap berbagai dinamika ketidakpastian anggaran sehingga memberikan landasan yang kuat dalam menghadapi potensi krisis fiskal maupun lingkungan di masa mendatang.
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LAMPIRAN
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